GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 76 /KPTS/DIS.PTPH/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang . a. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022
tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu
wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar
instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida agar
instansi terkait berperan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

b.bahwa untuk terkoordinirnya pengawasan pupuk dan
pestisida antar instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Sumatera  Selatan  tentang Pembentukan  Komisi
Pengawasan puk dan Pestisida Provinsi Sumatera
Selatan; _

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang
Pembentukan | Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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KETUJUH 1 Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi
Sumatera Selatan bertempat di Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 827 /KPTS/DIS.PTPH/2022 tentang
Pembentukan  Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing
instansi.

KESEPULUH + Keputusan ini mulai berlaku pada tanggatl ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 28 Januari 2023
/ GUBERNUR SUMATERA SELAT fL

/{ AR’ 1. HERMAN DERU
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Perindustrian RI di Jakarta
6. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Pertanahan RI di Jakata
8. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
9. Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta

10. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
11. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat




